BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KENDAL
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA PEKERJA/BURUH DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI KENDAL,

a. bahwa kebutuhan rumah merupakan salah satu

kebutuhan dasar manusia serta semakin meningkatnya
kebutuhan rumah tinggal khususnya bagi
pekerja/buruh di kawasan perkotaan maka fasilitas
pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa menjadi
Alternatif untuk pemenuhan rumah yang bermartabat,
nyaman dan sehat bagi masyarakat pekerja/buruh
berpenghasilan menengah kebawah khususnya yang
berpenghasilan rendah;

bahwa sesuai dengan Surat Direktur Jenderal
Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor UM.04.02-Dr/064 tanggal 24
Januari 2017 Perihal Pemanfaatan dan Penghunian
Rumah Susun Sewa, maka Pemerintah Kabupaten
Kendal perlu memanfaatkan dan mengelola penghunian
Rumah Susun Sewa Pekerja di Kabupaten Kendal,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa
Pekerja/Buruh di Kabupaten Kendal,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5252);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang
Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3372);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang
Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3576);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang  Pembentukan = Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah
Susun Sederhana Sewa;

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang
dibiayai APBN dan APBD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2014 Nomor 34 Seri E No. 27) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor
34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 41 Seri E No. 36);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Penetapan Tarif Iuran Pengelolaan Rumah Susun
Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2014 Nomor 34 Seri E No. 27);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
PEKERJA/BURUH DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Kendal.
Bupati adalah Bupati Kendal.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kendal.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Badan Usaha  Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik atau
organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Rumah susun sederhana sewa, yang selanjutnya disebut
rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional
dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan
satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara
terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun
dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

Satuan rumah susun sederhana sewa, yang selanjutnya
disebut sarusunawa, adalah unit hunian pada rusunawa
yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan
ketentuan  persewaan dan mempunyai sarana
penghubung ke jalan.

Fasilitas hunian adalah bagian dari bangunan rusunawa
yang difungsikan sebagai hunian dan tidak dapat dialih
fungsikan untuk kegiatan lain.
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(2)

(3)

(4)

Fasilitas bukan hunian adalah bagian dari bangunan
rusunawa yang dipergunakan untuk ekonomi dan sosial
serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian atau
dialihfungsikan untuk kegiatan lain.

Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh
badan pengelola atas barang milik negara/daerah yang
berupa rusunawa dengan melestarikan fungsi rusunawa
yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian rusunawa.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik
negara/daerah  yang berupa rusunawa  untuk
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah,
dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerjasama
pemanfaatan, dengan  tidak mengubah  status
kepemilikanyang dilakukan oleh badan pengelola untuk
memfungsikan rusunawa sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan.

Penghuni adalah warga negara Indonesia yang termasuk
dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
sesuai peraturan yang berlaku dan melakukan perjanjian
sewa sarusunawa dengan Organisasi Perangkat Daerah
yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa.

Masyarakat berpenghasilan rendah, yang selanjutnya
disebut MBR, adalah masyarakat yang mempunyai
penghasilan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Tarif iuran Pengelolaan rusunawa adalah jumlah atau
nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang
sebagai pembayaran atas sewa sarusunawa dan/atau
sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu
tertentu.

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II
PEMANFAATAN FASILITAS RUSUNAWA

Pasal 2

Setiap orang dapat memanfaatkan fasilitas rusunawa.
Fasilitas rusunawa yang dapat dimanfaatkan terdiri dari:
a. fasilitas hunian; dan

b. fasilitas bukan hunian.

Fasilitas hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a hanya dapat dimanfaatkan oleh Pekerja/Buruh
yang memenuhi kriteria.

Dalam 1 (satu) Unit Hunian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a hanya dapat dihuni paling banyak 2
(dua) orang pekerja/buruh.



()

(6)

(1)

Fasilitas bukan hunian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat dimanfaatkan oleh setiap orang
untuk kepentingan komersial, kantor, sosial, ibadah.

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
Pekerja/Buruh sebagai berikut :

a. yang bekerja di daerah;
b. lajang/belum menikah;
c. belum mempunyai tempat tinggal/rumah sendiri; dan

d. bukan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Pemanfaatan fasilitas hunian wajib memperhatikan hal-
hal sebagai berikut :

a. pemindahan dan pengubahan perletakan atau bentuk
elemen sarusunawa hanya dapat dilakukan oleh
Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan
fungsi pengelolaan rusunawa,;

b. elemen sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah
komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang
membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan
termasuk diantaranya : atap, langit-langit, kolom,
blok, dinding, pintu, jendela, mebelair, lantai, tangga,
bolustrade, komponen percahayan komponen
penghawaan dan komponen mekanik;

c. penataan dan pengaturan barang dalam sarusunawa
tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat
sirkulasi udara dan cahaya; dan

d. pemanfaatan meubelair, mandi dan kakus serta fungsi
ruang lainya yang berada dalam satuan hunian
dilakukan oleh penghuni.

Pemanfaatan fasilitas bukan hunian wajib
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. satuan bukan hunian yang ada pada bangunan
rusunawa hanya dipergunakan untuk kegiatan
ekonomi dan sosial serta tidak dapat difungsikan
sebagai hunian atau dialih fungsikan untuk kegiatan
lain;

b. pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan
hunian hanya di peruntukkan bagi usaha kecil;

c. satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani
kebutuhan penghuni rusunawa;

d. pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak
melebihi batas satuan tersebut;

e. pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha
dan sarana sosial sesuai ketetapan Organisasi
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
pengelolaan rusunawa; dan

f. pemanfaatan ruang jemur, mandi cuci kakus, ruang
serbaguna dan difabel yang berada di luar satuan
hunian dilakukan secara bersama.



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan fasilitas
bukan hunian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
diatur oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa.

Pasal 4

(1) Pemanfaatan bangunan rusunawa oleh penghuni dalam
rangka terpelihara dan terawatnya bangunan rusunawa
wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. pemanfaatan bagian atap (roof) harus disesuaikan
dengan daya dukung struktur bangunan rusunawa;

b. pembagian sarusunawa bagi penghuni laki-laki dan
perempuan dipisahkan per lantai ;

c. ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan pribadi;

d. dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan
untuk menempatkan papan informasi.

(2) Pemanfaatan = bangunan rusunawa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana
dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama oleh
penghuni dan Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa.

(3) Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang
dilakukan oleh penghuni tidak boleh mengganggu
penghuni lainya.

(4) Pemanfaatan  bangunan  rusunawa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
perjanjian sewa menyewa.

Pasal 5

Pemeliharaan bangunan rusunawa dilakukan oleh
Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
pengelolaan rusunawa yang meliputi prasarana, sarana dan
ultilitas rusunawa

BAB III
IZIN PEMANFAATAN FASILITAS RUSUNAWA

Pasal 6

(1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang rusunawa wajib
memperoleh izin dari Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. izin pemanfaatan fasilitas hunian rusunawa;dan

b. izin pemanfaatan fasilitas bukan hunian rusunawa.
Pasal 7

(1) Masa berlaku izin pemanfaatan fasilitas rusunawa paling
lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan sepanjang memnuhi persyaratan.



(3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak 5 (lima) kali.

Pasal 8

(1) Dasar pemberian izin pemanfaatan fasilitas hunian
rusunawa adalah sebagai berikut :

a. kelengkapan persyaratan administrasi;
b. kesesuaian kriteria pekerja/buruh; dan
c. ketersediaan ruang rusunawa.

(2) Dasar pemberian izin pemanfaatan fasilitas bukan
hunian rusunawa adalah sebagai berikut :

a. kelengkapan persyaratan adminitrasi; dan
b. ketersediaan ruang bukan hunian rusunawa.

Pasal 9

Setiap orang yang bermaksud memperoleh izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan permohonan izin
secara tertulis kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah
yang melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa dengan
mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan dan
dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

Pasal 10

(1) Persyaratan administrasi izin pemanfaatan ruang hunian
rusunawa sebagai berikut :

a. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Kartu
Keluarga pemohon yang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang;

b.slip gaji yang disahkan oleh pimpinan tempat
pemohon bekerja;

c. formulir pendaftaran pemohon;

d. rekomendasi dari pimpinan tempat pemohon bekerja;

e. Surat pernyataan belum memiliki rumah bermaterai
dari pemohon yang diketahui kepala desa atau lurah;
dan

f. foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam)
pemohon sejumlah 2 (dua) lembar.

(2) Persyaratan administrasi izin pemanfaatan fasilitas
bukan hunian rusunawa sebagai berikut :

a. surat kuasa bermaterai dalam hal dikuasakan;

b. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Kartu
Keluarga pemohon yang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang; dan/atau

c. foto copy akta pendirian badan usaha untuk pemohon
yang berbadan usaha.
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(2)

Pasal 11

Prosedur pemberian izin pemanfaatan fasilitas rusunawa
adalah sebagai berikut :

a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa
melakukan  penelitian dan pengkajian berkas
permohonan izin yang telah lengkap dan benar;

b. Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan
fungsi pengelola rusunawa dapat melakukan
peninjauan lokasi dalam rangka memverifikasi
persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10;

c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa
berdasarkan hasil penelitian, pengkajian, dan/atau
tinjauan lokasi memberikan keputusan untuk
menerima atau menolak pemohonan izin;

d. Keputusan untuk menerima atau menolak
permohonan izin didasarkan pada pemenuhan
persyaratan dan jumlah ketersediaan sarusunawa;

e. dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud
pada huruf d melebihi jumlah ketersediaan
sarusunawa, maka pemberian izin didasarkan pada
urutan pendaftar yang memenuhi syarat dan sisa dari
pendaftar dimasukan dalam daftar tunggu;

f. daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada huruf e
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
pengelolaan rusunawa;

g. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa
memberikan keputusan atas permohonan izin paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan
dinyatakan lengkap dan benar.

Prosedur pemberian izin pemanfaatan fasilitas rusunawa
bagi calon penghuni yang masuk dalam daftar tunggu
adalah sebagai berikut :

a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa
memberitahukan kepada calon penghuni yang masuk
dalam  daftar tunggu mengenai ketersediaan
sarusunawa;

b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilakukan berdasarkan urutan calon penghuni dalam
daftar tunggu;

c. dalam hal calon penghuni sebagaimana dimaksud
pada huruf b tidak merespon dalam waktu 2 (dua) hari
maka calon penghuni gugur untuk mendapatkan izin
pemanfaatan fasilitas rusunawa;
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d. pemberian izin terhadap calon penghuni dalam daftar
tunggu didasarkan pada ketersediaan sarusunawa.

Pasal 12

Calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dapat memanfaatkan rusunawa setelah membayar tarif
iuran pengelolaan rusunawa dan menandatangani
perjanjian sewa-menyewa.

Perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani oleh pemilik izin pemanfaatan
fasilitas rusunawa dan Kepala Organisasi Perangkat
Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan
rusunawa.

Pasal 13

Perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (4) paling sedikit mencakup :

a. identitas kedua lebih belah pihak;
b. waktu terjadi kesepakatan;

c. memuat ketentuan umum dan peraturan yang harus
ditaati oleh kedua belah pihak ;

d. hak, kewajiban dan larangan para pihak ;
e. jangka waktu dan berakhirnya perjanjian;
f. keadaan luar kemampuan (force majeur);
g. penyelesaian perselisihan; dan

h. sanksi atas pelanggaran.

Jangka waktu perjanjian sewa-menyewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan masa izin
yang diberikan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI

Pasal 14

nghuni berhak :

memanfaatkan fasilitas rusunawa sesuai izin yang
dimiliki;

penghuni yang difabel berhak mendapatkan perlakuan
khusus;

. mendapatkan layanan atas perbaikan kerusakan

bangunan, prasarana dan sarana serta utilitas umum
yang bukan disebabkan oleh penghuni;

. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh

pengelola saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian
penghuni;

. mendapatkan ketentraman dan privasi terhadap gangguan

fisik maupun psikologis;

memanfaatkan prasarana dan sarana utilitas sesuai
dengan fungsi.
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Pasal 15

Penghuni berkewajiban :

a.

b.

membayar tarif iuran pengelolaan rusunawa,;

membayar biaya pemakaian sarana air bersih, listrik dan
pelayanan sampah;

menaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban
umum,;

menjemur pakaian dan lainnya di tempat yang sudah
ditentukan;

memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan
hunian dan lingkungan rusunawa;

membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang
diakibatkan kelalaian penghuni;

berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan
kehidupan bermasyarakat yang harmonis;

mengosongkan fasilitas rusunawa pada saat izin
pemanfaatan rusunawa berakhir atau izin pemanfaatan
rusunawa  dicabut, dan menyerahkan kembali
kepada pengelola dalam kondisi baik;

mentaati norma-norma yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat, tidak mengganggu kepentingan
umum, menjaga keselamatan, keamanan dan tidak
melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penghuni dilarang :

a.

b.
c.
d.

mengalihkan hak pemanfaatan rusunawa kepada pihak
lain ;

mengubah fungsi pemanfaatan rusunawa;

memanfaatkan rusunawa tidak sesuai izin;

mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa yang
sudah ada;

. berjudi, menjual dan/atau memakai narkoba, menjual

dan/atau meminum minuman keras/minuman
beralkohol), mencuri, melakukan pelecehan seksual dan
melaksanakan aktivitas yang terkait dengan organisasi
terlarang dan bertentangan dengan ideologi negara.

BAB V
TARIF ITURAN PENGELOLAAN RUSUNAWA

Pasal 17

(1) Setiap orang yang memanfaatkan fasilitas rusunawa

wajib membayar tarif iuran pengelolaan rusunawa.

(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.



12

Pasal 18

(1) Tarif iuran pengelolaan rusunawa dibayarkan secara
tunai/lunas.

(2) Tarif iuran pengelolaan rusunawa di bayarkan perbulan
atau pertahun.

(3) Pembayaran tarif iuran pengelolaan rusunawa dilakukan
paling lambat tanggal 14 (empat belas) setiap bulan.

(4) Pembayaran tarif iuran pengelolaan rusunawa dilakukan
melalui Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa.

Pasal 19

(1) Pendapatan hasil tarif iuran pengelolaan terdiri dari
komponen harga iuran pengelolaan sarusunawa fungsi
hunian, fasilitas bukan hunian dan denda.

(2) Pendapatan hasil tarif iuran pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan
dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BIAYA PEMAKAIAN AIR BERSIH, LISTRIK,
DAN PELAYANAN SAMPAH

Pasal 20

Setiap orang yang memanfaatkan fasilitas rusunawa wajib
membayar iuran pemakaian iuran air bersih, listrik dan
pelayanan sampabh.

Pasal 21

(1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibayarkan
secara tunai/lunas.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat tanggal 18 (delapan belas) setiap
bulan.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa.

(4) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menyetor secara bruto ke Kas Daerah
paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
dengan didukung bukti yang sah.

Pasal 22

(1) Pendapatan hasil tarif iuran pengelolaan terdiri dari
komponen harga iuran pengelolaan sarusunawa fungsi
hunian, fasilitas bukan hunian, pemakaian air bersih,
listrik, pelayanan persampahan dan denda.
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Pendapatan hasil tarif iuran pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan
dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN PENERIMAAN DARI IURAN PENGELOLAAN

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
Pasal 23

Penerimaan iuran pengelolaan Rusunawa disetorkan
secara bruto ke Kas Daerah.

Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam
dengan didukung bukti yang sah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Setiap pemilik izin pemanfaatan fasilitas rusunawa
diberikan peringatan secara tertulis dalam hal :

a. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya;

b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15.

Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali
berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7
(tujuh) hari.

Pasal 25

Fasilitas rusunawa dilakukan penyegelan dalam hal
pemilik izin pemanfaatan fasilitas rusunawa tidak
mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20.

Jangka waktu penyegelan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak
dilakukan penyegelan.

Pada saat dilaksanakan penyegelan fasilitas rusunawa,
pemilik izin tidak dapat memanfaatkan fasilitas
rusunawa.

Pengelola dapat meminta bantuan instansi yang
berwenang untuk melakukan upaya paksa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 terhadap penghuni yang tidak
bersedia  meninggalkan tempat hunian  setelah
berakhirnya perjanjian sewa menyewa atau setelah
dihentikannya perjanjian sewa menyewa.
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(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Bagi penghuni yang tertangkap tangan melakukan
pelanggaran pidana di lingkungan Rusunawa maka
perjanjian sewa menyewa berakhir tanpa melalui
tahapan peringatan dan langsung diminta meninggalkan
unit hunian Rusunawa.

Fasilitas rusunawa yang telah dilakukan penyegelan
dapat dimanfaatkan kembali dalam hal pemilik izin telah
mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan
dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan
dalm Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PENCABUTAN IZIN
Pasal 26

Izin pemanfaatan fasilitas rusunawa dicabut dalam hal :
a. ada permohonan dari penghuni;

b. izin pemanfaatan fasilitas rusunawa dikeluarkan atas
data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin;

c. pemilik izin pemanfaatan fasilitas rusunawa
dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan
oleh pemohon izin;

d. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16;

e. melanggar ketentuan Pasal 15 setelah dijatuhi sanksi
administrasi berupa peringatan tertulis 3 (tiga) kali
berturut-turut.

Pencabutan izin pemanfaatan fasilitas rusunawa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tanpa
didahului pemberian sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24.

Pelaksanaan pencabutan izin pemanfaatan fasilitas
rusunawa disertai dengan penutupan fasilitas rusunawa.

Pencabutan izin pemanfaatan fasilitas rusunawa juga
mengakhiri perjanjian sewa menyewa pemanfaatan
fasilitas rusunawa.

Tarif iuran pengelolaan rusunawa yang telah dibayarkan
oleh pemilik izin pemanfaatan fasilitas rusunawa yang
dicabut izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat ditarik kembali.

Pemilik izin permanfaatan fasilitas rusunawa wajib
mengembalikan ruang rusunawa kepada Kepala
Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
pengelolaan rusunawa dalam kondisi baik paling lambat
7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya pencabutan
izin pemanfaatan fasilitas rusunawa.

Dalam hal pemilik izin pemanfaatan fasilitas rusunawa
tidak mengembalikan fasilitas rusunawa sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) maka Organisasi Perangkat
Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan
rusunawa melakukan pengosongan tanpa syarat.
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BAB X
PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan
rusunawa dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi pengelolaan rusunawa dan Organisasi
Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan,
ketenagakerjaan dan penegakan peraturan daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 Nopember 2017
BUPATI KENDAL,

Cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 7 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 57



